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Abstrak 

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang 
besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang 
mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas 
implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk 
menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan 
dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta 
penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. 
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh 
KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. 
Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU. 
 
PENDAHULUAN 
Transformasi digital telah mempercepat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. 
Perubahan ini membawa dampak signifikan bagi pola konsumsi masyarakat dan strategi 
bisnis pelaku usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai platform e-commerce 
besar mendominasi pasar dengan jumlah pengguna yang terus meningkat. Hal ini 
memberikan peluang besar bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk dan jasa 
mereka secara lebih luas. 
 
Di sisi lain, dominasi platform besar menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal 
persaingan usaha. Banyak pelaku UMKM kesulitan bersaing dengan perusahaan besar 
yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya dan modal. Hambatan masuk ke 
pasar semakin tinggi bagi usaha kecil yang ingin bersaing di sektor e-commerce. 
Kebijakan harga dan strategi pemasaran yang agresif dari platform besar sering kali 
merugikan pemain kecil. 
 
Salah satu tantangan utama dalam ekosistem e-commerce adalah penerapan strategi 
predatory pricing. Perusahaan besar kerap menawarkan harga yang sangat rendah untuk 
menarik konsumen, tetapi strategi ini merugikan usaha kecil. Ketika pesaing kecil keluar 
dari pasar, perusahaan besar mulai menaikkan harga secara signifikan. Hal ini 
menyebabkan kurangnya variasi pilihan bagi konsumen dan menciptakan 
ketergantungan terhadap satu atau dua platform besar. 
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Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mengawasi persaingan usaha di sektor e-
commerce, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, regulasi ini masih 
menghadapi tantangan dalam implementasi. 
 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas memiliki peran 
penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun, kapasitas KPPU masih 
terbatas dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. 
 
Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya regulasi yang 
secara spesifik mengatur persaingan di sektor e-commerce. Banyak praktik yang tidak 
tercakup dalam peraturan yang ada. Selain itu, perusahaan e-commerce besar sering kali 
beroperasi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Hal ini membuat pengawasan terhadap 
praktik monopoli menjadi semakin kompleks. 
 
Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami hak-hak mereka dalam ekosistem e-
commerce. Kurangnya edukasi membuat mereka lebih rentan terhadap praktik tidak 
sehat yang dilakukan oleh platform besar. Penting bagi pemerintah dan lembaga 
pengawas untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan literasi hukum bagi 
pelaku usaha kecil. Dengan edukasi yang lebih baik, UMKM dapat memahami strategi 
bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. 
 
Kerja sama antara sektor publik dan swasta menjadi solusi dalam menciptakan ekosistem 
e-commerce yang lebih adil. Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan kebijakan yang 
lebih adaptif serta penguatan kapasitas pengawasan. Dengan berbagai tantangan yang 
ada, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang telah diterapkan 
serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi di sektor e-commerce. 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa sektor e-commerce 
Indonesia berkembang secara inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan kebijakan yang 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif 
dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
persaingan usaha dan sektor e-commerce. Sumber hukum yang digunakan meliputi 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan berbagai regulasi terkait lainnya. 
 
Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan 
praktisi hukum, akademisi, serta pelaku usaha di sektor e-commerce. Wawancara 
bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan 
persaingan usaha dan bagaimana peraturan yang ada memengaruhi kondisi pasar. 
 
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan 
fenomena yang terjadi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam 
mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor e-commerce. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dominasi Platform Besar dan Hambatan Persaingan 
Platform e-commerce besar, seperti PT E-Commerce Nusantara, memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam ekosistem perdagangan digital. Mereka menggunakan berbagai strategi 
bisnis yang sering kali menyulitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 
bersaing secara adil. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah kebijakan harga 
yang agresif, termasuk diskon besar-besaran dan subsidi ongkos kirim yang sulit 
ditandingi oleh pelaku usaha kecil. Akibatnya, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam 
menarik pelanggan karena mereka tidak dapat menawarkan harga yang kompetitif. 
 
Selain itu, platform besar sering kali menerapkan kebijakan eksklusivitas terhadap 
pemasok atau penjual tertentu. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha yang ingin menjual 
produknya di platform tersebut harus tunduk pada aturan ketat yang menguntungkan 
pihak platform, seperti pembatasan penjualan di platform lain atau kewajiban mengikuti 
sistem harga yang ditentukan. Dampaknya, UMKM tidak memiliki fleksibilitas dalam 
mengembangkan strategi pemasaran mereka sendiri dan semakin bergantung pada 
platform besar untuk menjangkau konsumen. 
 
Hambatan lain yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih 
luas. Platform besar sering kali mengutamakan produk dari mitra strategis atau merek 
besar dalam algoritma pencarian dan rekomendasi. Hal ini membuat produk UMKM sulit 
ditemukan oleh calon pembeli, meskipun mereka menawarkan kualitas yang tidak kalah 
baik. Dengan dominasi ini, peluang UMKM untuk berkembang dan mendapatkan 
pelanggan baru menjadi semakin kecil. 
 
Dalam kondisi persaingan yang tidak seimbang ini, UMKM juga dihadapkan pada biaya 
yang tinggi untuk menggunakan layanan platform besar. Biaya komisi penjualan, iklan, 
dan promosi dalam platform sering kali membebani usaha kecil yang memiliki modal 
terbatas. Sementara itu, platform besar dapat menekan biaya operasional mereka dengan 
skala ekonomi yang besar, sehingga tetap memperoleh keuntungan meskipun 
memberikan berbagai insentif bagi pelanggan. Akibatnya, UMKM semakin terdesak dan 
sulit memperoleh margin keuntungan yang layak. 
 
Beberapa regulasi yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi dominasi platform besar 
dalam pasar digital. Meskipun pemerintah telah menerapkan sejumlah aturan terkait 
perdagangan elektronik, implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai 
tantangan. Regulasi yang ada cenderung lebih reaktif daripada proaktif dalam melindungi 
kepentingan UMKM, sehingga masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh platform 
besar untuk mempertahankan posisi dominannya. 
 
Untuk menciptakan persaingan yang lebih adil, diperlukan kebijakan yang lebih ketat 
terhadap praktik bisnis yang tidak sehat. Pemerintah dapat menetapkan regulasi terkait 
transparansi algoritma pencarian, sehingga produk UMKM memiliki kesempatan yang 
sama untuk tampil di hasil pencarian. Selain itu, kebijakan anti-monopoli yang lebih tegas 
perlu diterapkan guna mencegah praktik eksklusivitas yang membatasi pilihan konsumen 
dan merugikan pelaku usaha kecil. 
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Selain peran pemerintah, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan daya saing mereka 
dengan strategi yang lebih adaptif. Pemanfaatan teknologi digital, pemasaran berbasis 
media sosial, dan inovasi produk dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk tetap relevan di 
tengah persaingan ketat. Kolaborasi antara UMKM juga dapat menjadi strategi efektif 
untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar e-commerce. 
 
Di sisi lain, kesadaran konsumen juga memainkan peran penting dalam menciptakan 
ekosistem bisnis yang lebih sehat. Dengan mendukung produk lokal dan membeli 
langsung dari UMKM, konsumen dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap 
platform besar. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya mendukung UMKM perlu 
digalakkan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih produk dan platform belanja 
mereka. 
 
Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan konsumen dapat menjadi kunci dalam 
menciptakan persaingan yang lebih seimbang di sektor e-commerce. Dengan regulasi 
yang lebih adil, inovasi dari pelaku usaha kecil, serta dukungan dari masyarakat, 
ekosistem perdagangan digital dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan. 
Jika langkah-langkah tersebut diterapkan secara konsisten, dominasi platform besar 
dapat dikendalikan, dan UMKM akan memiliki peluang yang lebih besar untuk 
berkembang. Dengan demikian, industri e-commerce tidak hanya menguntungkan 
pemain besar, tetapi juga menjadi sarana bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata 
bagi seluruh pelaku usaha. 
 
Predatory Pricing dan Dampaknya 
Predatory pricing atau strategi penetapan harga di bawah biaya produksi adalah taktik 
yang sering digunakan oleh perusahaan besar untuk mengeliminasi pesaing kecil. Dengan 
menjual produk atau layanan mereka jauh di bawah harga pasar, perusahaan besar dapat 
menarik pelanggan dalam jumlah besar, bahkan dengan menanggung kerugian 
sementara. Namun, setelah para pesaing kecil tersingkir dari pasar, perusahaan yang 
menerapkan strategi ini akan menaikkan harga secara signifikan untuk mendapatkan 
kembali keuntungan mereka. 
 
Dampak dari praktik ini sangat merugikan para pelaku usaha kecil dan menengah 
(UMKM) yang tidak memiliki sumber daya finansial sebesar perusahaan besar. UMKM 
sering kali tidak mampu menandingi harga rendah yang ditetapkan oleh perusahaan 
besar, sehingga mengalami penurunan omzet secara drastis. Akibatnya, banyak UMKM 
yang terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup bertahan dalam persaingan harga yang 
tidak sehat. 
 
Selain merugikan UMKM, predatory pricing juga berdampak negatif bagi konsumen 
dalam jangka panjang. Awalnya, mereka mungkin merasa diuntungkan karena dapat 
membeli produk dengan harga murah. Namun, setelah persaingan berkurang dan hanya 
sedikit pelaku usaha yang tersisa, harga produk akan melonjak drastis. Dalam kondisi ini, 
konsumen tidak memiliki banyak pilihan selain membeli produk dengan harga tinggi 
karena minimnya alternatif di pasar. 
 



 

348 

 

Vol. 10 No. 1 Februari 2023 

 

Dalam skala yang lebih luas, praktik predatory pricing dapat menciptakan struktur pasar 
yang monopolistik atau oligopolistik. Dengan semakin berkurangnya jumlah pesaing, 
pasar menjadi dikuasai oleh segelintir perusahaan besar yang memiliki kendali penuh 
atas harga dan distribusi produk. Hal ini membuat iklim bisnis menjadi tidak sehat dan 
tidak kompetitif, yang pada akhirnya menghambat inovasi dan perkembangan usaha 
baru. 
 
Regulasi yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam menangani praktik 
predatory pricing. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur persaingan usaha, 
implementasi dan pengawasan terhadap perusahaan besar yang menerapkan strategi ini 
masih belum optimal. Banyak kasus predatory pricing yang sulit dibuktikan karena 
perusahaan besar sering kali mengemas praktik mereka dalam bentuk promosi, diskon, 
atau subsidi harga yang tampak wajar di mata konsumen. 
 
Untuk mengatasi dampak negatif dari predatory pricing, diperlukan langkah-langkah 
konkret dari pemerintah dan regulator pasar. Penguatan regulasi anti-monopoli serta 
peningkatan pengawasan terhadap perusahaan besar harus menjadi prioritas. Selain itu, 
pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM agar mereka dapat lebih bersaing di 
pasar, seperti subsidi, pelatihan bisnis, dan akses yang lebih mudah ke pembiayaan usaha. 
Selain intervensi pemerintah, UMKM juga perlu mengadopsi strategi bisnis yang lebih 
inovatif untuk tetap bertahan. Diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta 
pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dapat membantu UMKM menarik 
pelanggan tanpa harus terlibat dalam perang harga yang merugikan. Dengan pendekatan 
yang lebih kreatif, UMKM dapat membangun loyalitas pelanggan yang tidak hanya 
bergantung pada harga, tetapi juga pada nilai tambah yang mereka tawarkan. 
 
Peran konsumen juga tidak kalah penting dalam menciptakan persaingan pasar yang 
lebih sehat. Konsumen perlu lebih bijak dalam memilih produk, tidak hanya berdasarkan 
harga yang murah, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap 
keberlanjutan usaha kecil. Dengan mendukung produk lokal dan UMKM, konsumen dapat 
membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan adil. 
 
Selain itu, kolaborasi antara UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menghadapi 
tantangan predatory pricing. Dengan membentuk komunitas bisnis, berbagi sumber daya, 
serta menjalin kerja sama dalam pemasaran dan distribusi, UMKM dapat memperkuat 
daya saing mereka di pasar. Sinergi semacam ini dapat membantu UMKM bertahan dan 
berkembang meskipun menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan besar. 
 
Jika predatory pricing terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, dampaknya tidak hanya 
merugikan UMKM tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk 
memastikan bahwa persaingan di pasar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan langkah-
langkah yang tepat, predatory pricing dapat dikendalikan, sehingga tercipta ekosistem 
bisnis yang lebih adil bagi semua pihak. 
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Efektivitas Kebijakan dan Tantangan Regulasi 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat merupakan landasan utama dalam pengawasan persaingan bisnis di 
Indonesia. Namun, dalam era digital yang berkembang pesat, terutama di sektor e-
commerce, regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. 
Karakteristik unik perdagangan digital, seperti penggunaan algoritma dalam penetapan 
harga, sistem rekomendasi berbasis data, serta strategi pemasaran yang kompleks, sering 
kali belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang ada. 
 
Seiring dengan meningkatnya dominasi platform e-commerce besar, tantangan dalam 
menegakkan kebijakan persaingan usaha semakin kompleks. Banyak perusahaan besar 
yang mampu menghindari regulasi dengan memanfaatkan celah hukum atau beroperasi 
dalam wilayah abu-abu yang belum diatur secara spesifik. Misalnya, kebijakan 
eksklusivitas dan algoritma pencarian yang mengutamakan produk dari mitra strategis 
sering kali sulit dibuktikan sebagai praktik monopoli secara langsung, meskipun 
dampaknya sangat merugikan pelaku usaha kecil. 
 
Pemerintah telah berupaya menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi, 
namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Salah satu tantangan utama adalah 
bagaimana memastikan bahwa regulasi tetap fleksibel dan dapat beradaptasi dengan 
perubahan cepat dalam ekosistem digital. Jika kebijakan terlalu kaku, maka regulasi bisa 
menjadi usang dalam waktu singkat dan tidak lagi mampu mengatasi permasalahan yang 
ada. Sebaliknya, jika terlalu longgar, maka celah hukum akan semakin banyak 
dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar untuk mempertahankan dominasinya. 
 
Selain itu, efektivitas kebijakan juga bergantung pada kualitas pengawasan dan 
penegakan hukum. Lembaga pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU), perlu diperkuat baik dari segi kewenangan maupun sumber 
daya. Tanpa pengawasan yang ketat, regulasi yang ada hanya akan menjadi aturan tanpa 
implementasi yang nyata. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana 
mengoordinasikan kebijakan antara berbagai sektor, mengingat e-commerce mencakup 
berbagai aspek seperti perlindungan konsumen, pajak, serta hak kekayaan intelektual. 
 
Di sisi lain, regulasi yang tidak tepat juga bisa menimbulkan hambatan bagi inovasi dan 
pertumbuhan industri digital. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu membebani pelaku 
usaha, terutama UMKM yang baru berkembang di dunia e-commerce, maka bisa terjadi 
efek negatif yang justru menghambat daya saing mereka. Oleh karena itu, keseimbangan 
antara perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat dan mendorong inovasi harus 
menjadi pertimbangan utama dalam merancang kebijakan baru. 
 
Selain aspek domestik, regulasi juga harus mempertimbangkan dinamika pasar global. 
Banyak perusahaan e-commerce besar beroperasi lintas negara, yang membuat 
penerapan kebijakan dalam skala nasional menjadi lebih sulit. Regulasi yang ada harus 
mampu mengakomodasi aspek internasional agar tidak tertinggal dari kebijakan yang 
diterapkan di negara lain. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi 
internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. 
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Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kecil dan konsumen, 
juga diperlukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Dengan mendengar 
aspirasi UMKM dan masyarakat, regulasi dapat disusun secara lebih inklusif dan 
mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Transparansi dalam penyusunan kebijakan 
juga menjadi faktor penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan 
segelintir pihak, tetapi benar-benar menciptakan ekosistem bisnis yang adil. 
 
Pendidikan dan literasi digital juga harus menjadi bagian dari strategi regulasi. Banyak 
UMKM yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem algoritma dalam e-
commerce bekerja, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan 
kebijakan. Dengan memberikan edukasi yang memadai, UMKM dapat lebih siap 
menghadapi tantangan regulasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di pasar 
digital. 
 
Jika kebijakan dan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif, maka persaingan 
usaha di sektor e-commerce dapat berjalan dengan lebih sehat. UMKM akan memiliki 
peluang yang lebih besar untuk berkembang tanpa harus menghadapi persaingan yang 
tidak adil dari platform besar. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan lebih banyak 
pilihan produk dan layanan dengan harga yang lebih kompetitif. 
 
Dalam jangka panjang, kebijakan yang inovatif dan beradaptasi dengan perkembangan 
zaman akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang 
berkelanjutan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dukungan bagi pelaku usaha kecil, 
serta peningkatan kolaborasi internasional, tantangan dalam regulasi e-commerce dapat 
diatasi, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
 
 
PENUTUP 
Persaingan usaha di sektor e-commerce menghadapi tantangan besar akibat dominasi 
platform besar yang menerapkan strategi seperti predatory pricing, kebijakan 
eksklusivitas, dan algoritma pencarian yang menguntungkan mereka sendiri. Praktik ini 
menyulitkan UMKM untuk bersaing secara adil, karena mereka tidak memiliki kapasitas 
finansial yang cukup untuk menandingi harga rendah yang diterapkan oleh perusahaan 
besar. Akibatnya, banyak usaha kecil yang terpaksa tutup, sementara konsumen pada 
akhirnya dirugikan dengan pilihan yang semakin terbatas dan harga yang lebih tinggi 
setelah pesaing tersingkir dari pasar. 
 
Regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya 
mampu mengakomodasi karakteristik unik sektor e-commerce. Pengawasan terhadap 
praktik bisnis tidak sehat masih menghadapi kendala dalam implementasi dan penegakan 
hukum. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi, 
memperkuat peran lembaga pengawas seperti KPPU, serta meningkatkan transparansi 
dalam ekosistem digital. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus seimbang agar tidak 
menghambat inovasi sekaligus tetap melindungi UMKM dari dominasi perusahaan besar. 
Untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat, diperlukan sinergi antara pemerintah, 
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pelaku usaha kecil, dan konsumen. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan 
pengawasan, sementara UMKM perlu beradaptasi dengan strategi bisnis yang lebih 
inovatif. Konsumen juga memiliki peran penting dalam mendukung produk lokal dan 
memilih platform yang lebih adil bagi semua pelaku usaha. Dengan langkah-langkah 
tersebut, ekosistem e-commerce dapat berkembang secara lebih inklusif, berkelanjutan, 
dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. 
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